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5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 ,*‘
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran BES
Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lem

Indonesia Nomor 3485); S
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang ¥
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nom
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indongsia;__’-rt___ wun 2
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4¢
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagia
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah =,.1,,
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara “&&
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nege J

Indonesia Nomor 4737); | -- sy
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Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendaﬂaﬂfl
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014
tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan

Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah; |

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang

.Kedudukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas
(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Dearah Kabupaten Kapuas Nomor 33);

Peraturan Bupati Kapuas Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Kapuas,;
MEMUTUSKAN

Penetapan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri dan Swasta sesuai
dengan Nama Kelurahan/Desa yang sudah Definitif se Kabupaten

Kapuas.

Perubahan nama Sekolah pada Nomor urut 1 sampai dengan 398 dan

semula dengan nama sebagaimana pada kolom 3 berubah dengan nama
sebacaimana terdanat dalam kolom 4 made T aecweto o =
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Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ‘

JGA
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata s;-
dalam Keputusan ini akan diadakan per
mestinya. fips

Ditetapkan di Kualn:a
pada tangge
TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
2. Menteri Keuangan Republik Indnnum
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
f. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah

>. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah ;
). Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah

. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas

. Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas

0. Camat se Kabupaten Kapuas

1. Korwil Pendidikan Kecamatan se Kabupaten Kapuas

2. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan
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